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ABSTRACT

This study aims to determine the sub-sector of agriculture base and non-base and the role
of agricultural sector to the distribution of income between districts in Province D.I
Yogyakarta. The basic method used is descriptive analysis. The results of the Minimum
Requirements Technique analysis of 2011-2015 show that the sub-sector of Bantul Regency:
agriculture, livestock, hunting, agricultural and forestry services, logging and non-fishery
sub-sector: fisheries. Basic sub-sector in Gunungkidul Regency: agriculture, livestock,
hunting, agricultural services, forestry, logging and fishery. Basic sub-sector in Kulonprogo
Regency: forestry, logging and fishery while non-base sub-sector: agriculture, livestock,
hunting, agricultural services. Basic sub-sector in Sleman District: agriculture, livestock,
hunting, agricultural and fishery services while non-forestry sub-sector: forestry, logging.
The analysis of Williamson Index in 2011-2015 shows that the agricultural sector in
Gunungkidul, Kulonprogo and Sleman districts play a role in reducing the inequality of
income distribution in each region. This is indicated by a higher Williamson Index score
when excluding the agricultural sector in the analysis. The agricultural sector in Bantul has a
role to increase the inequality of income distribution. This is indicated by the lower
Williamson Index value when excluding the agricultural sector in the analysis.
Keywords: Agricultural sector, Minimum Requirements Technique, Williamson Index

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sub sektor pertanian basis dan non basis serta
peran sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan antar kabupaten di Provinsi D.l
Yogyakarta.Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif analisis.Hasil penelitian
analisisMinimum Requirements Technique Tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa sub sektor
basis di Kabupaten Bantul: pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian dan kehutanan,
penebangan kayu sedangkan sub sektor non basis: perikanan. Sub sektor basis di Kabupaten
Gunungkidul: pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian, kehutanan, penebangan kayu
dan perikanan. Sub sektor basis di Kabupaten Kulonprogo: kehutanan, penebangan kayu dan
perikanan sedangkan sub sektor non basis: pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian.
Sub sektor basis di Kabupaten Sleman: pertanian, peternakan, perburuan, jasa pertanian dan
perikanan sedangkan sub sektor non basis: kehutanan, penebangan kayu. Hasil analisis
Indeks Williamson tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa sektor pertanian di
Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman berperan mengurangi
ketidakmerataan distribusi pendapatan pada masing-masing wilayah.Hal ini
ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson lebih tinggi ketika tanpa memasukkan
sektor pertanian dalam analisis.Sektor pertanian di Kabupaten Bantul berperan
meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan.Hal ini ditunjukkan dengan
nilai Indeks Williamson lebih rendah ketika tanpa memasukkan sektor pertanian
dalam analisis.
Kata Kunci: Sektor pertanian, Minimum Requirements Technique, Indeks Williamson
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PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi diartikan
sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan
suatu negara untuk mengembangkan kegiatan
ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.
Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai
suatu proses yang menyebabkan pendapatan
perkapita penduduk meningkat dalam jangka
panjang (Arsyad, 2010). Menurut Sutrisno
(2012) Pembangunan ekonomi ialah suatu
usaha memperbesar pendapatan per kapita
dan meningkatkan produktivitas per kapita
dengan jalan menambah peralatan modal dan
skill. Tujuan pembangunan ekonomi dengan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
dengan vyang tinggi tentu akan dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

BerdasarkanTabel 1.  menunjukkan
bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010
memenuhi  kabupaten di Provinsi D.I
Yogyakarta pada tahun 2011-2015 terus
mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB
ini  menunjukkan bahwa pertumbuhan
perekonomian di Provinsi D.l Yogyakarta
kegiatan ekonomi yang positif.Peningkatan
nilai yang terjadi di daerah tersebut
merupakan hasil dari kegiatan sektor
perekonomian yang bersifat produktif.

Tabel 2. Nilai dan Kontribusi PDRB ADHK
menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 di
Kabupaten yang Tergabung dalam Provinsi
D.l Yogyakarta Tahun 2015

Indikator penting untuk mengetahui
kondisi ekonomi adalah data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah
atau daerah.PDRB atas dasar harga Konstan
untuk  menunjukkan laju  pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan atau setiap
sektor dari tahun ke tahun (Basuki, 2009).

Provinsi D.l Yogyakarta merupakan
salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terdiri
dari empat kabupaten yaitu Kabupaten
Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten
Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.

Tabel 1.PDRB ADHK Tahun 2010 di
Kabupaten yang Tergabung dalam Provinsi
D.I Yogyakarta Tahun 2011-2015
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Sumber: BPS 20167 2016°, 2016°,2016°.
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No Sektor Perekonomian PDRB
Nilai Kontribusi (%)
1 Pertanian Kehutanan, dan Perikanan 1.677.235,1 12,54%
2 Pertambangan dan Penggalian 4713138 0,77
3 Industri Pengolahan 76728613 12,53
4 Pengadaan Listrik, Gas 713718 0,11
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 529274 0,08
Limbah dan Daur Ulang
6  Konstruksi 6.211.733,1 10,14
7 Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi 5.336.8412 8,72
Mobil dan Sepada Motor
8  Transportasi dan Pergudangan 36722142 6,00
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 52595118 8.60
10 Informasi dan Komunikasi 5.860.659,7 9.60
11 JasaKeuangan dan Asuransi 17133990 2.80
12 RealEstat 40145386 6,55
13 JasaPerusahaan 716.896,9 1,17
14 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan 42675046 6,97
Jaminan Sosial Wajib
15 JasaPendidikan 52009216 8,50
16 JasaKesehatan dan Kegiatan Sosial 13308535 217
17 Jasalainnya 16726422 275
Total 612034458 100

Sumber: BPS 2016° 2016°, 2016°,2016°.
BerdasarkanTabel 2.  menunjukkan
bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2010 di
kabupaten yang tergabung dalam Provinsi
D.I Yogyakarta, sektor perekonomian selama
lima tahun terakhir (2011-2015) didominasi
oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan (12,54%) menjadi tumpuan dan
harapan dalam mempengaruhi perekonomian
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daerah serta memiliki potensi  untuk
dikembangkan di Provinsi D.l Yogyakarta.
Sektor pertanian berperan sebagai penyokong
bahan baku sektor industri.

Tabel 3. Nilai PDRB Sektor Pertanian
ADHK Tahun 2010 di Kabupaten yang
Tergabung dalam Provinsi D.l Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Diereh [stmewa T
Yogatata 0 N K 0 5
Kb Bant 18093971 19131228 1964059 19124879 19619830

Kb, Gurnghichl
Kab. Kulonprogo

Kab. Sleman

LIALY 1420065 23086774 14158 2357403
L7600 LI43100 11313600 11201700 1143100
18999400 20112651 2086403 1%80707 2014789

1

Total PDRB

SektorPertaian 71114486 74809744 76703038 74938844 76711

Sumber :BPS 20167, 2016°, 2016°,2016".

BerdasarkanTabel 3.  menunjukkan
bahwa nilai PDRB sektor pertanian ADHK
Tahun 2010 di Provinsi D.I Yogyakarta
mengalami peningkatan dari tahun 2011-
2015 akan tetapi pada tahun 2014 mengalami
penurunan nilai PDRB. Nilai PDRB sektor
pertanian di masing-masing kabupaten
mengalami fluktuasi.Naik turunnya
dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan
dari setiap komoditas sektor pertanian.

Tabel 4.Nilai dan Kontribusi PDRB Sub
Sektor Pertanian ADHK Tahun 2010 di
Kabupaten yang Tergabung dalam
ProvinsiD.l Yogyakarta Tahun 2015.

No Sub Sektor Pertanian PDRB
Nila  Kontribust (%)
| Pertanian, Peternakan, Pertanian dan~~ 6.677,030,8 10,9

Jasa Pertantan

2 Kehutanan dan Penehangan Kavu 002219 L4
3 Pertkanan 209.0824 0.5
Jumlah Pertanian 76712351 124
Non Pertanian 53.326.210.7 §7.46

Sumber :BPS 20167 2016°, 2016°,2016°.
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BerdasarkanTabel 4. menunjukkan
bahwa sub sektor Pertanian, Peternakan,
Pertanian dan Jasa Pertanian memberikan
kontribusi lebih besar pada PDRB sektor
pertanian di Provinsi D.I Yogyakarta pada
tahun 2015 sebesar 10,9%. Kondisi tersebut
mengingat bahwa sub sektor Pertanian,
Peternakan, Pertanian dan Jasa Pertanian
sebagai penghasil pangan untuk kebutuhan

pokok bagi masyarakat di Provinsi D.I
Yogyakarta
Salah satu indikator tingkat

kemakmuran penduduk di suatu daerah atau
wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per
kapita.Perkembangan pendapatan riil yang
diterima oleh penduduk ditunjukkan oleh
Pendapatan Regional per kapita.
Tabel 5. PDRB Per Kapita ADHK Tahun
2010 di Kabupaten yang Tergabung dalam
Provinsi D.l Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun
Dacrah [stimewa
Yogrdra 01 N I3 014
Kab. Bantl BTISSILS  MMI365 145047091 153488722
Kb Gumghidul 133468248 14090209 46749936 15247926
Kb Kubmprogo 133209911 D37690430 143023052 148133810
Kab. Sleman NMIM9S  JLIBIBY  DLIISE4  2IT6
Rata-rata PDRB
Per Kapita ISZ1M3  ISRUTIAY 1647306 170902021
Sumber :BPS 2016° 2016°, 2016°,2016°.
BerdasarkanTabel 5. menunjukkan
bahwa rata-rata PDRB per kapita kabupaten
ADHK tahun 2010 di Provinsi D.I

Yogyakarta mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun pada tahun 2011-2015 begitu
pula dengan PDRB per kapita di setiap
kabupaten yang tergabung dalam Provinsi
D.I Yogyakarta juga mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun pada tahun 2011-2015.
Peningkatan PDRB per kapita yang
merupakan hasil dari proses pembangunan
tidak cukup untuk menunjukkan bahwa
pembangunan telah berhasil. Hal ini
dikarenakan peningkatan pendapatan tidak
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menjamin bahwa ketidakmerataan distribusi

pendapatan di daerah tersebut sudah
berkurang.
Badan Pusat Statistik menyatakan

bahwa Provinsi Yogyakarta sebagai provinsi
yang memiliki ketidakmerataan distribusi
pendapatan tertinggi di Pulau Jawa.Provinsi
Yogyakarta pada tahun 2015 merupakan
provinsi dengan gini rasio tertinggi di Pulau
Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia setelah
Gorontalo dan Papua. Badan Pusat Statistik
mencatat bahwa gini rasio  Provinsi
Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 0,42
mengartikan ketidakmerataan berada pada
level tinggi serta mengindikasikan adanya
distribusi pendapatan yang tidak merata atau
kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi
ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau
kombinasi antara berbagai aspek secara
sektoral.

Tujuan pembangunan ekonomi tidak
hanya mencakup pertumbuhan ekonomi yang
tinggi saja, tetapi juga berkurangnya tingkat
ketidakmerataan distribusi pendapatan di
setiap sektor yang mendukung perekonomian
daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka
peneliti tertarik melakukan analisa tentang
Peran Sektor Pertanian Terhadap Distribusi
Pendapatan Kabupaten di Provinsi D.I
Yogyakartadengan menggunakan
pendekatanMinimum Requirements
Technique dan Indeks Williamson.membantu
mengoptimalkan potensi di wilayah Provinsi
D.I Yogyakarta untuk menunjang
pembangunan wilayah dengan mengarahkan
kepada prioritas pengembangan sub sektor,
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan
di sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Metode dasar penelitian yang digunakan
penulis dalam menyusun penelitian ini adalah
metode deskriptif analisis.Penelitian
dilakukan di Kabupaten yang tergabung
dalam Provinsi D.l Yogyakarta terdiri dari
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul,
Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten
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Sleman.Kontribusi PDRB Kabupaten
menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun
2010 di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2015
disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kontribusi PDRB Kabupaten
menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) Tahun 2010 di Provinsi
D.l Yogyakarta Tahun 2015

No Sektor Perckonomian

FDRB

Bl
1256%
065%
143%%
014%
008%

nI%
14
00%
00%%
016%

Pertanian, Kehutanan, dan Perkanan

Pertambangan dan Pengaalian

Industn Pengolahan

Pengadaan Listrk, Gas

Pengadaan Alr, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Dawr
Ulng

6 Konstnks

7 Perdaoangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan
Sepeds Motor

§ Transportasi dan Pergudangan
9 Penyediam Akomodasi dan Makan Minum

L S,

9%
§42%

9.25%
931%
496%
10.34%
9.84%
1%

6,77%

0%
165%
9.06%

10 Informasi dan Komunikssi
11 Tasa Kenangan dan Asuransi
12 Real Estat

13 Jasa Perusahaan 035%

14 Administrasi Pemenintshan, Pertahanan dan Jaminan 6.81%

15 Jusa Pendidikan

T41%
193%
119%

16 Tasa Keschatan dan Keiatan Sosial

17 Tielanyn 360%

Sumber :BPS 20167, 2016°, 2016°,2016".

Berdasarkan Tabel 6. Kontribusi sektor
pertanian yang besar pada setiap kabupaten
yang tergabung dalam Provinsi D.I
Yogyakarta terhadap PDRB masing-masing
kabupaten.Hal tersebut menunjukan bahwa
sektor pertanian tetap menjadi tumpuan pada
sektor perekonomian di Provinsi D.I
Yogyakarta.

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder.
Dokumen yang digunakan dalam penelitian
adalah data tahun 2011-2015 dari Biro Pusat

Gunmgbidul  Kulonprogo
18,19%

146%

1236%

0.09%
0.13%

843%

1332%

§43%
167%
6.34%

102%

Slear
T15%
041%
17%
1%
004%

g
=

1107
13T%
6.33%
973%
1034%
30%
§.2%%
1.96%
6.04%
102T%
24%

231%
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Statistik (BPS) di kabupaten yang tergabung
dalam Provinsi Yogyakarta, jurnal ilmiah,
buku dan hasil penelitian terdahulu yang
mempunyai relevansi dengan kajian yang
dilakukan.

Metode analisis data dalam penelitian
ini dengan menggunakan metode Minimum
Requirements  Technique dan  Indeks
Williamson. Adapun cara implementasi
metode, sebagai berikut:
1.Sub Sektor Pertanian Basis dan Non Basis

Berdasarkan Pendekatan Minimum
Requirements Technique (MRT)

Formulasi dari Minimum Requirements
Technique (MRT) yang dikemukakan oleh
Mustafa Dinc dapat ditulis dengan rumus :

Share = 2z
3
Dimana :
E;;= PDRB sub sektor pertanian i di
wilayah r
E,= Total PDRB sub sektor pertanian di
wilayah r

i = 3 sub sektor pertanian (sub sektor
pertanian, peternakan, perburuan dan
jasa pertanian, sub sektor kehutanan
dan sub sektor perikanan)

r= 4 Daerah (Kabupaten Bantul,
Gunungkidul, Kulonprogo, dan
Sleman)

Penentuan sub sektor basis dan sub sektor
non basis pada PDRB total yaitu share
paling kecil kemudian di identifikasi
sebagai Minimum Requiremenst untuk
memenuhi konsumsi lokal disebut sebagai
non basis aktivitas ekonomi. Share yang
lebih  besar dari pada  Minimum
Requirements disebut dengan basis yang
akan mengimplikasikan bahwa sebagian
dari produksi industri adalah ditujukan
untuk  dieksport ke wilayah lain
(Thulin, 2014).
2.Peran Sektor Pertanian Terhadap Distribusi
Pendapatan
Formulasi indeks ketidakmerataan
distribusi pendapatan antar daerah dengan
mengikutsertakan PDRB sektor pertanian,

dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson
(Sjafrizal, 2014):

Jz L 0=

yaitu 0 < W <1

Dimana :

Vw=Indeks Williamson

yi= PDRB per kapita Kabupaten Bantul,
Gunungkidul, Kulonprogo, dan
Sleman

y= PDRB per kapita rata-rata seluruh
kabupaten di Provinsi D.l Yoyakarta

fi= Jumlah penduduk Kabupaten Bantul,
Gunungkidul, Kulonprogo, dan
Sleman

n= Jumah penduduk seluruh daerah
kabupaten di Provinsi D.l Yoyakarta

Untuk mengetahui peran sektor pertanian

terhadapketidakmerataan distribusi

pendapatan, maka dilakukan  juga

perhitungan Indeks Williamson dengan

mengeluarkan PDRB sektor petanian dari

PDRB total.Berikut formulasi yang
digunakan:
\/Z 1(3"1 :V)z (fl/n)
yaitu 0 < W <1
Dimana :

Vw=Indeks Williamson
yi= PDRB per kapita tanpa PDRB sektor

pertanian Kabupaten Bantul,
Gunungkidul,  Kulonprogo, dan
Sleman

y= PDRB per kapita rata-rata seluruh

kabupaten di Provinsi D.l Yoyakarta

fi= Jumlah penduduk Kabupaten Bantul,

Gunungkidul, Kulonprogo, dan
Sleman

n= Jumah penduduk seluruh daerah

kabupaten di Provinsi D.l Yoyakarta

Kriteria dalam perhitungan Indeks

Williamson, vyaitu jika Indeks Williamson
menunjukkan :
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1) Angka 0,0 sampai 0,2 maka
ketidakmerataan rendah
2) Angka 0,21 sampai 0,35 maka

ketidakmerataan sedang, dan
3) Angka >0,35 maka ketidakmerataan

tinggi (Arsyad, 2010).

Selanjutnya, nilai Indeks Williamson
dengan pertanian dan tanpa pertanian
dilakukan analisa menggunakan uji T sampel
berpasangan untuk menunjukan perbedaan
yang signifikan diantara kedua nilai tersebut.

Dasar pengambilan keputusan untuk
menerima atau menolak Ho pada uji paired
sample T-test adalah sebagai berikut :

1) Jika probabilitas nilai Indeks Williamson
< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.
2) Jika probabilitasnilai Indeks Williamson
> 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak

(Widiyanto, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Gambaran Umum Provinsi

Daerahlstimewa Yogyakarta

Provinsi D.I Yogyakarta terletak di
bagian selatan tengah Pulau Jawa yang
dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian
selatan dan Provinsi Jawa Tengah di
bagian lainnya.Provinsi ini memiiki 4
kabupaten yaitu Bantul, Kulonprogo,
Gunungkidul dan Sleman. Total luas
wilayah dari keempat kabupaten di
Provinsi D. I. Yogyakarta adalah 315.330
Ha. Jumlah penduduk di kabupaten yang
tergabung dalam Provinsi D.l. Yogyakarta
tahun 2015 adalah 3.266.472.Angka sex
ratio dari keseluruhan Kabupaten sebesar
97,43%, yang artinya bahwa terdapat 97,43
orang penduduk laki-laki dari setiap
100penduduk perempuan di Provinsi D. I.
Yogyakarta. Angka beban tanggungan
tahun 2015 di wilayah ini adalah 45,89
yang artinya secara ekonomi setiap 100
penduduk usia produktif menanggung
sekitar 45 penduduk usia non produktif.
Lapangan pekerjaan di bidang pertanian di
semua kabupaten dalam Provinsi D.I
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Yogyakarta menyerap tenaga kerja 433.329
jiwa dengan persentase 25,77%.

2.Sub Sektor Pertanian Basis dan Non Basis

Berdasarkan Pendekatan Minimum
Requirements  Technique (MRT) di
Provinsi D.l Yogyakarta

Pertumbuhan  kawasan  andalan
diharapkan memberikan dampak positif
bagi pertumbuhan ekonomi  wilayah
sekitar (hinterland), dan
penggerakperekonomian antardaerah.
Tujuan dari kawasan andalan adalah
mempercepat  pembangunan  (Wijaya,
2006).

Tabel 7. Nilai Share MRT Sub Sektor
Pertanian Basis dan Non Basis Pada
Kabupaten di Provinsi Yogyakarta Tahun

2011-2015
Nilai Share MRT Sub Sektor Pertarian
Tahun Sub Sektor Pertaman Basis dan Non-Basis
Bantul Guumglidal — Kulomproge  Sleman
Pertanian, Petemakan, Perburuan dan
Jasa Pertanian 0.9309 0.8202 07703 09378
- Kehutanan dan Penebangan Kayu 00352 0,1483 0184 00236
Perlkanan [ R 00453 0002
Pertarnan, Petemakan, Perbumian dan
Jasa Pertanian 09313 08213 07853 0.9436
- Kehutanan dan Penebangan Kayu 00341 0,146 01677 -
Perkanan Wl oo 00470 0031
Pertanian, Petemakan, Perburuan dan
Jasa Pertamian 0.9306 08239 07871 0.9431
- Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,339 0,142 01642 -
Perkanan MR oo 00488 00327
Pertanian, Petemakan, Perburuan dan
Jasa Pertanian 09243 08182 07801 09391
. Kehutanan dan Penebangan Kayu 00361 0,1483 0,1684 00261
Perkanan [ S 0054 00348
Pertanian, Petemakan, Perburuan dan
R 08119 08162 [ L
s Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,0365 0.1496 0.1690 -
Perkanan [ ) 00528 00359

Sumber : Analisis Data Sekunder
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BerdasarkanTabel 7. menunjukan
bahwa hasil analisis menggunakan MRT
tahun 2011-2015 pada setiap kabupaten
memiliki sub sektor basis dan non basis
yang berbeda-beda pada masing-msing
daerah. Kabupaten Bantul memiliki sub
sektor pertanian, peternakan, perburuan
dan jasa pertanian basis, sub sektor
kehutanan dan penebangan kayu basis,
sedangkan sub sektor perikanan termasuk
non basis. Kabupaten  Gunungkidul
memiliki sub sektor basis yaitu pertanian,
peternakan, perburuan dan jasa pertanian,
sub sektor kehutanan dan penebangan kayu
dan sub sektor perikanan. Kabupaten
Kulonprogo memiliki sub sektor kehutanan
dan penebangan kayu basis, sub sektor
perikanan basis, sedangkan sub sektor
pertanian, peternakan, perburuan dan jasa
pertanian termasuk non basis. Kabupaten
Sleman memiliki sub sektor pertanian,
peternakan, perburuan dan jasa pertanian
basis, sub sektor perikanan basis,
sedangkan sub sektor kehutanan dan
penebangan kayu termasuk non basis.

Sub sektor basis mampu berkembang
dan bersaing dengan daerah lain dan
membantu mengoptimalkan potensi
wilayah. Daerah yang memiliki sub sektor
basis maka daerah tersebut mampu
memenuhi kebutuhan lokal daerahnya dan
sisanya dapat di ekspor ke daerah lain,
sehingga akan menghasilkan pendapatan.

Sedangkan daerah yang memiliki sub
sektor non basis untuk memenuhi
kebutuhan lokal masyarakat. Karena
sifatnya memenuhi kebutuhan lokal maka
permintaan sektor ini sangat dipengaruhi
tingkat pendapatan masyarakat setempat
maka  kenaikannya sejalan  dengan
kenaikan pendapatan masyarakat setempat.

3.Peran Sektor Pertanian Terhadap Distribusi

Pendapatan Kabupaten di Provinsi D.I
Yogyakarta

Ketidakmerataan distribusi ekonomi

antar wilayah yang besar
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akanmenyebabkan  kurang  efisiennya
penggunaan sumber daya yang tersedia dan
mendorong terjadinya ketidakmerataan
distribusi pendapatan (Sjafrizal, 2008).
Tabel 8. Nilai Indeks Williamson Dengan
dan Tanpa Sektor Pertanian dalam PDRB
Kabupaten Bantul di Provinsi D.I
Yogyakarta Tahun 2011-2015

Indzks Williamson Perubahan
Tahun Dengan Sektor Tanpa Sektor .

Perfanian Pertantan (o)

2011 0.0542 0,0433 2459

2012 0.0346 0,042 2332

2013 00333 0,0433 207

2014 0.0337 0,0436 2214

2013 0.0517 0,0423 nn
Sig. (2ailed) 000
Sumber : Analisis Data Sekunder

BerdasarkanTabel 8. menunjukkan

bahwa nilai Indeks Williamson dengan
sektor pertanian do Kabupaten Bantul
tahun 2011-2015 antara 0,0517-0,0557.
Berdasarkan kriteria dalam perhitungan
Indeks Williamson menurut Arsyad (2010)
ketidakmerataan distribusi pendapatan di
Kabupaten Bantul termasuk kategori
rendah, hal ini ditunjukkan pada nilai
Indeks Williamson dengan pertanian yang
berada pada kriteria antara 0,0-0,2. Nilai
paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu
0,0557 dan paling rendah terjadi pada
tahun 2015 yaitu 0,0517. Ketidakmerataan
distribusi pendapatan pada tahun 2011-
2014 selalu mengalami peningkatan namun
pada tahun 2015 mengalami
penurunan.Trenketidakmerataan distribusi
pendapatan di Kabupaten Bantul yang
terjadi selama tahun 2011-2015 mengalami
peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan
besarnya angka Indeks Williamson yang
meningkat mengartikan bahwa
ketidakmerataan  distribusi  pendapatan
semakin melebar.
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Nilai Indeks Williamson tanpa sektor
pertanian di Kabupaten Bantul mengalami

pertanian yang banyak penyerapan tenaga
kerjanya menyebabkan kesenjangan antar

penurunan menjadi antara 0,0423-0,0456 sektor perekonomian menjadi meningkat

artinya ketidakmerataan distrsibusi begitupula dengan ketidakmerataan
pendapatan rendah. Tingkat distribusi pendapatan menjadi semakin
ketidakmerataan  distribusi  pendapatan melebar.

dengan dan tanpa sektor pertanian Tabel 9. Nilai Indeks Williamson Dengan

memiliki kriteria sama-sama berada antara
0,0-0,2 vyang temasuk pada Kkategori
rendah. Nilai menjadi lebih rendah ketika
tanpa memasukkan sektor pertanian dalam

dan Tanpa Sektor Pertanian dalam PDRB
Kabupaten Gunungkidul di Provinsi D.I
Yogyakarta Tahun 2011-2015

PDRB Kabupaten Bantul lalu Indeks Williamson Perubahan
dibandingkan dengan memasukkan sektor Tahun  Dengan Skt Tanpa Scktor (%)
pertanian menunjukkan bahwa sektor Pertanian Pertanian
gelrtanian di _Kali)ugl)(aten I?(an_t(;ﬂkberperan 011 0.0517 0.0983 1751
alam  meningkatkan  ketidakmerataan - . ; .
distribusi pendapatan. Hasil uji Paired 212 U'O?” 0‘09@ J’"'?
sample T-test dengan tingkat kepercayaan 213 0.0308 0,0932 46.63
95% atau 0=0,05 (5%), menghasilkan Sig. 2014 0,0507 0,0934 4571
(2_-1_18.i|€d) sebesar 0,00 < 0,05 yang dapat 015 0.0570 00088 03
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan —

Sig. (Hailed) 000

yang signifikan antara nilai Indeks
Williamson dengan sektor pertanian dan
nilai Indeks Williamson tanpa PDRB
sektor pertanian di Kabupaten Bantul.
Faktor terjadinya penurunan nilai
Indeks Williamson ketika
memasukkan sektor pertanian dikarenakan
sumbangan nilai sektor pertanian terhadap
PDRB Kabupaten Bantul yang tidak terlalu
tinggi dan pertumbuhan sektor
perekonomian lebih dominan dipengaruhi
oleh sektor industri pengolahan.Selain itu,
ketidakmerataan distribusi pendapatan juga
dipengaruhi oleh pendapatan per kapita dan
jumlah penduduk. Menurut Hendra (2004),
berdasarkan hasil penelitiannya terdapat
korelasi yang kuat antara pendapatan per
kapita dengan ketidakmerataan distribusi
pendapatan terjadinya peningkatan
pendapatan per kapita
menimbulkan ketidakmerataan distribusi
pendapatan akan semakin besar atau
melebar. Hal tersebut menunjukkan bahwa
pembangunan yang berlangsung pada suatu
wilayah dipusatkan pada sektor non

tanpa

yang dapat
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Sumber : Analisis Data Sekunder
BerdasarkanTabel 9. menunjukkan
bahwa nilai Indeks Williamson dengan
sektor pertanian di Kabupaten
Gunungkidul tahun 2011-2015 antara
0,0507-0,0517. Berdasarkan kriteria dalam
perhitungan Indeks Williamson menurut
Arsyad (2010) ketidakmerataan distribusi
pendapatan di Kabupaten Gunungkidul
termasuk  kategori rendah, hal ini
ditunjukkan pada nilai Indeks Williamson
dengan pertanian yang berada pada kriteria
antara 0,0-0,2. Nilai paling tinggi terjadi
pada tahun 2015 yaitu 0,0570 dan paling
rendah terjadi pada tahun 2014 vyaitu
0,0507. Ketidakmerataan distribusi
pendapatan pada tahun 2011-2014
mengalami penurunan namun pada tahun
2015 mengalami
kenaikan.Trenketidakmerataan  distribusi
pendapatan di Kabupaten Gunungkidul
yang terjadi selama tahun 2011-2015
mengalami penurunan.Hal ini ditunjukkan
dengan semakin kecilnya angka Indeks
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Williamson yang
mengartikanketidakmerataan
pendapatan semakin mengecil.
Nilai Indeks Williamson tanpa sektor
pertanian di Kabupaten Gunungkidul
mengalami  kenaikan menjadi  antara
0,0934-0,0988 artinya ketidakmerataan
distrsibusi pendapatan rendah. Tingkat
ketidakmerataan  distribusi  pendapatan
dengan dan tanpa sektor pertanian
memiliki kriteria sama-sama berada antara
0,0-0,2 vyang temasuk pada kategori
rendah. Nilai menjadi lebih tinggi ketika
tanpa memasukkan sektor pertanian dalam
PDRB Kabupaten Gunungkidul lalu
dibandingkan dengan memasukkan sektor

menurun
distribusi

pertanian menunjukkan bahwa sektor
pertanian di Kabupaten Gunungkidul
berperan dalam mengurangi
ketidakmerataan  distribusi  pendapatan.

Hasil uji Paired sample T-test dengan
tingkat kepercayaan 95% atau 0=0,05
(5%), menghasilkan Sig. (2-tailed) sebesar
0,00 < 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara
nilai Indeks Williamson dengan sektor
pertanian dan nilai Indeks Williamson
tanpa PDRB sektor pertanian di Kabupaten
Gunungkidul.

Tabel 10. Nilai Indeks Williamson Dengan
dan Tanpa Sektor Pertanian dalam PDRB
Kabupaten Kulonprogo di Provinsi D.I
Yogyakarta Tahun 2011-2015

Indeks Williamson Perubahan

lahm Dengan Sektor Tanpa Sektor "

Pertanian Pertanian g
2011 0.0443 00391 170
012 0.0460 00612 U8
003 0.0467 00616 118
014 0.0471 00616 B33
015 0.0303 0,0644 2189

Sig. (2ailed) 000

Sumber : Analisis Data Sekunder
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BerdasarkanTabel 10. menunjukkan
bahwa nilai Indeks Williamson dengan
sektor pertanian di Kabupaten Kulonprogo
tahun 2011-2015 antara 0,0445-0,0503.
Berdasarkan kriteria dalam perhitungan
Indeks Williamson menurut Arsyad (2010)
ketidakmerataan distribusi pendapatan di
Kabupaten Kulonprogo termasuk kategori
rendah, hal ini ditunjukkan pada nilai
Indeks Williamson dengan pertanian yang
berada pada kriteria antara 0,0-0,2. Nilai
paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu
0,0503 dan paling rendah terjadi pada
tahun 2011 yaitu 0,0445.
Trenketidakmerataan distribusi pendapatan
di Kabupaten Kulonprogo pada tahun
2011-2015 cenderung mengalami
kenaikan.Hal ini ditunjukkan dengan
semakin besarnya  angka Indeks
Williamson di Kabupaten Kulonprogo
tahun 2011-2015 cenderung mengalami
peningkatan  pada  setiap  tahunnya
ketidakmerataan  distribusi  pendapatan
yang terjadi semakin melebar.

Nilai Indeks Williamson tanpa sektor
pertanian di Kabupaten Kulonprogo
mengalami  kenaikan menjadi  antara
0,0591-0,0644 artinya ketidakmerataan
distrsibusi pendapatan rendah. Tingkat
ketidakmerataan  distribusi  pendapatan
dengan dan tanpa sektor pertanian
memiliki kriteria sama-sama berada antara
0,0-0,2 vyang temasuk pada kategori
rendah. Nilai menjadi lebih tinggi ketika
tanpa memasukkan sektor pertanian dalam
PDRB Kabupaten Kulonprogo lalu
dibandingkan dengan memasukkan sektor

pertanian menunjukkan bahwa sektor
pertanian di Kabupaten Kulonprogo
berperan dalam mengurangi
ketidakmerataan  distribusi  pendapatan.

Hasil uji Paired sample T-test dengan
tingkat kepercayaan 95% atau 0=0,05
(5%), menghasilkan Sig. (2-tailed) sebesar
0,00 < 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara
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nilai Indeks Williamson dengan sektor
pertanian dan nilai Indeks Williamson
tanpa PDRB sektor pertanian di Kabupaten
Kulonprogo.

Tabel 11. Nilai Indeks Williamson Dengan
dan Tanpa Sektor Pertanian dalam PDRB
Kabupaten Sleman di Provinsi D.I
Yogyakarta Tahun 2011-2015

Indeks Williamson Perubahan

Lalmn Dengan Sektor Tanpa Sektor .

Pertanian Pertanian ")
2011 .2004 0.2730 2,59
2012 0.2031 0.2761 %4
2003 0.2031 0,2763 25,76
014 0.2064 0.2750 194
2015 0.2143 0.2811 23,76

Sig. (2failed) 000

Sumber : Analisis Data Sekunder
BerdasarkanTabel 11. menunjukkan
bahwa nilai Indeks Williamson dengan
sektor pertanian di Kabupaten Sleman
tahun 2011-2015 antara 0,2004-0,2143.
Berdasarkan kriteria dalam perhitungan
Indeks Williamson menurut Arsyad (2010)
ketidakmerataan distribusi pendapatan di
Kabupaten Sleman termasuk Kkategori
sedang, hal ini ditunjukkan pada nilai
Indeks Williamson dengan pertanian yang
berada pada kriteria antara 0,21-0,35. Nilai
paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu
0,2143 dan paling rendah terjadi pada
tahun 2011 yaitu 0,2004.
Trenketidakmerataan distribusi pendapatan
di Kabupaten Sleman pada tahun 2011-
2015 cenderung mengalami kenaikan.Hal
ini ditunjukkan dengan semakin besarnya
angka Indeks Williamson di Kabupaten

Sleman tahun 2011-2015 cenderung
mengalami  peningkatan pada  setiap
tahunnya  ketidakmerataan  distribusi

pendapatan yang terjadi semakin melebar.
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Nilai Indeks Williamson tanpa sektor
pertanian di Kabupaten Sleman mengalami
kenaikan menjadi antara 0,2730-0,2811

artinya ketidakmerataan distrsibusi
pendapatan sedang. Tingkat
ketidakmerataan  distribusi  pendapatan
dengan dan tanpa sektor pertanian

memiliki kriteria sama-sama berada antara
0,21-0,35 yang temasuk pada kategori
sedang. Nilai menjadi lebih tinggi ketika
tanpa memasukkan sektor pertanian dalam
PDRB Kabupaten Sleman lalu
dibandingkan dengan memasukkan sektor
pertanian menunjukkan bahwa sektor
pertanian di Kabupaten Sleman berperan
dalam mengurangi ketidakmerataan
distribusi pendapatan. Selanjutnya, nilai
Indeks Williamson dari memasukkan
dengan atau tanpa PDRB sektor pertanian
dilakukan uji perbedaan dengan Paired
sample t-test dimana nilai tersebut
mengalami dua perlakuan berbeda pada
situasi sebelum dan sesudah adanya sektor
pertanian yang akan menunjukkan apakah
nilai yang dihasilkan berbeda secara nyata
ataukah tidak. Hasil uji Paired sample T-
test dengan tingkat kepercayaan 95% atau
a=0,05 (5%), menghasilkan Sig. (2-tailed)

sebesar 0,00 < 0,05 vyang dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara nilai Indeks

Williamson dengan sektor pertanian dan
nilai Indeks Williamson tanpa PDRB
sektor pertanian di Kabupaten Sleman.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, dapat ditarik kesimpulan berikut:
1.Sub sektor pertanian basis dan non basis di
kabupaten yang tergabung dalam Provinsi
Yogyakarta Tahun 2011-2015 berdasarkan
analisis Minimum Requirements Technique
(MRT) adalah sebagai berikut:
a. Kabupaten Bantul :
1) Sub sektor basis
pertanian, peternakan,

sub  sektor
perburuan,
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jasa pertanian dan sub sektor
kehutanan, penebangan kayu.
2) Sub non basis : sub sektor perikanan.
b.Kabupaten Gunungkidul :
Sub sektor basis : sub sektor pertanian,
peternakan, perburuan, jasa pertanian dan
sub sektor kehutanan dan penebangan
kayu serta sub sektor perikanan.
c. Kabupaten Kulonprogo :
1) Sub sektor basis
kehutanan, penebangan kayu dan sub
sektor perikanan.
2) Sub sektor non basis :

jasa pertanian.

d.Kabupaten Sleman

1) Sub sektor

pertanian,

jasa pertanian
perikanan.

2) Sub sektor non basis :
kehutanan dan penebangan kayu.

2.Peran sektor pertanian terhadap distribusi

basis
peternakan,
dan

perburuan,
sub

pendapatan di kabupaten yang tergabung
dalam Provinsi Yogyakarta Tahun 2011-

2015  berdasarkan  analisis  Indeks
Williamson adalah sebagai berikut:
a.Sektor  pertanian  di Kabupaten

Gunungkidul, Kulonprogo dan Sleman
ketidakmerataan
masing-
masing wilayah. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai Indeks Williamson lebih
tinggi ketika tanpa memasukkan sektor

berperan mengurangi

distribusi  pendapatan pada

pertanian dalam analisis.
b.Sektor pertanian di Kabupaten Bantul

berperan meningkatkanketidakmerataan

ini
Indeks
Williamson lebih rendah ketika tanpa
pertanian dalam

Hal
nilai

distribusi
ditunjukkan

pendapatan.
dengan

memasukkan sektor
analisis.
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